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Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan 

merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan.Sewa menyewa 

selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar 

sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakanbahwa kegiatan ini menjadi 

salah satu investasiapabila dilihat dari keuntungan dan manfaat atas barang yang 

di sewakan.Dalam perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban 

antara penyewa dan yang menyewakan. 

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana Akad 

yang digunakan sewa barang sebagai harta milik tidak sempurna ? 2) Bagaimana 

hukum sewa barang sebagai harta milik tidak sempurna? 

  Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi.Adapun jumlah informan dalam penelitian 

ini ada 2 narasumber, yang pertama dari pihak pemilik rental dan kedua 

narasumber dari pihak pemilik mobil.Dari hasil wawancara dengan narasumber, 

kemudian peneliti menganalisis berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdata. 

          Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa akad sewa sebagai harta milik 

tidak sempurna di Veeva Rent car n Motor Malang adalah akad Ijarah ‘ain 

(penyewaan barang tertentu).Danmenganut asas kebebasan berkontrak dan asas 

itikad baik (asas kepercayaan). Status mobil yang awalnya termasuk ciri-ciri milik 

tidak sempurna, namun setelah dianalisis menjadi milik sempurna., hal ini sesuai 

dengan ciri-ciri milik sempurna. Hukum sewa barang adalah diperbolehkan 

karena perjanjian yang dibuat untuk disepakati sesuai dengan rukun dan syarat sah 

perjanjian KUHPerdata pasal 1320 dan 1338 dan kedua belah pihak saling 

memeperoleh keuntungan dan tidak mengaggap sebagai kerugian dan sesuai 

dengan keabsahan perjanjian menurut hukum islam.  

 

 

 

 


